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KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 188.4/602/Sekretariat

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan
perlunya Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya kepada
Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar
Informasi dikecualikan.

c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu
menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar
Informasi Dikecualikan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

4 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah

Menetapkan.....



-0

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan daftar informasi dikecualikan sesuai
klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II,
III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 1 Maret 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

TTD
Drs. Imran, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670723 199603 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;

2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu.



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 188.4 / 602 / Sekretariat
TANGGAL : 1 Maret 2021

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TAHUN 2021

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

N RINGKASAN ISI INFORMASI| DASAR PENGECUALIAN ANGKA WAKT
o GKAS S o S S GECU DIBUKA DITUTUP JANG v
Terbuka jika mendapat
persetujuan tertulis dari
. Dapat mengungkap rahasia yang bersangkutan atau
DOk.u men Kepegavyalan. UU Nomor 14 Tahun 2008, | pribadi yang bersangkutan melindungi data dan digunakan oleh unit kerja
1 (berisi seluruh arsip fisik . . . . L. .
s Pasal 17 huruf (h) dan menghindari informasi seseorang yang menguasai informasi
dokumen individu ASN) . .
penyalahgunaan data pribadi untuk pelayanan
kepegawaian terhadap ASN
yang bersangkutan
Daftar usulan mutasi jabatan | UU Nomor 14 Tahun 2008, Dapat mengganggu menjaga objektifitas perintah Penga(?lllan dan
2 . . . lembaga Pemerintah secara
ASN Pasal 17 huruf (i) pengambilan keputusan pengambilan keputusan tertulis
Laporan pengusulan cerai UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengungkap rahasia melindungi data dan Terbuka} jika mend'apat .
3 : . . ) persetujuan tertulis dari
ASN Pasal 17 huruf (h) pribadi yang bersangkutan informasi seseorang
vang bersangkutan
. .. L UU Nomor 14 Tahun 2008, Dapat mengganggu menjaga objektifitas perintah Pengafhlan dan
4 Disposisi surat Pimpinan . . . lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf (i) pengambilan keputusan pengambilan keputusan tertulis
. UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengganggu proses menjaga objektifitas perintah Pengat?.llan dan
5 Nota dinas . . . lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf (i) pengambilan keputusan pengambilan keputusan tertulis
Usul penjatuhan sanksi UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengungkap rahasia melindungi data dan Terbuka.L jika mend'apat .
6 s . . . . persetujuan tertulis dari
disiplin ASN Pasal 17 huruf (h) pribadi yang bersangkutan informasi seseorang
vang bersangkutan
dapat mengganggu
kep;r;tline;gtz: iZE;ncalzggan melindungi data dan erintah Pengadilan dan
Dokumen Surat UU Nomor 14 Tahun 2008, |. oh informasi hak atas kekayaan P gac
7 intelektual dan perlindungan lembaga Pemerintah secara

Pertanggungjawaban (SPJ)

Pasal 17 huruf (b)

dari
persaingan usaha tidak
sehat

intelektual atau
perlindungan usaha

tertulis




Surat Penawaran Harga pada

UU Nomor 14 Tahun 2008,

dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan

melindungi data dan
informasi hak atas kekayaan

perintah Pengadilan dan

i i 1 P intah
8 dokumen pemenang lelang Pasal 17 huruf (b) intelektual dan perhndungan intelektual atau embgga emerintah secara
dari erlindungan usaha tertulis
persaingan usaha tidak P g
sehat
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan . .
Dokumen penawaran UU Nomor 14 Tahun 2008, hak atas kekayaan . melu'-ldungl data dan perintah Pengadilan dan
pengadaan (yang memuat . . informasi hak atas kekayaan .
9 . . Pasal 17 huruf (b) dan intelektual dan perlindungan . lembaga Pemerintah secara
data pribadi atau dokumen . . intelektual atau .
lainnya yang dilindungi) huruf (i) dari erlindungan usaha tertulis
ya yang g persaingan usaha tidak P &
sehat
melindungi data dan . .
Dol.iumen kelengkapan Surat UU Nomor 14 Tahun 2008, Dapati MENgEanggu proses |, o - .1k atas kekayaan perintah Penga(.illan dan
10 |Perintah Membayar (SPM) . pemeriksaan oleh Lembaga . lembaga Pemerintah secara
. Pasal 17 huruf (j) . . intelektual atau .
tahun berjalan audit Pemerintah . tertulis
perlindungan usaha
Dapat mengganggu proses melindungi data dan . .
11 |Neraca Keuanean UU Nomor 14 Tahun 2008, pemeriksaan/audit yang |informasi hak atas kekayaan gemns:lag g:rr;gei?riltaar;i::lara
& Pasal 17 huruf (j) akan dilakukan oleh intelektual atau tertuli§
Lembaga audit Pemerintah perlindungan usaha
UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengganggu proses . .
12 Manajemen server dan Pasal 17 huruf (b) dan UU pemeriksaan/audit yang melindungi/mengamankan {:;lrlg;az g:;ii?;{;%ii:ara
operating system Nomor 11 Tahun 2008 Pasal akan dilakukan oleh perangkat dan data tert lig
30/32-37 Lembaga audit Pemerintah eriuis
Dapat menimbulkan erintah Pengadilan dan
. UU Nomor 11 Tahun 2008 tindakan kriminal, melindungi/ mengamankan P gas
13 |Lokasi data center . lembaga Pemerintah secara
Pasal 25 perusakan dan pencurian perangkat dan data .
data tertulis
Dapat menimbulkan erintah Pengadilan dan
. UU Nomor 11 Tahun 2008 tindakan kriminal, melindungi/mengamankan P gas
14 |Lokasi server . lembaga Pemerintah secara
Pasal 25 perusakan dan pencurian perangkat dan data .
data tertulis
UU Nomor 14 Tahun 2008, . . .
Internet Protokol (IP) address | Pasal 17 huruf (j) dan UU Dapat menimbulkan menjaga/ melindungi hak perintah Pengaﬁ:hlan dan
15 percobaan penerobosan atau lembaga Pemerintah secara

Private

Nomor 11 Tahun 2008 Pasal
25

penyalahgunaan hak akses

akses

tertulis




UU Nomor 14 Tahun 2008,
Pasal 17 huruf (c) dan UU

Dapat menimbulkan
terjadinya penyalahgunaan

mengatur kestabilan

perintah Pengadilan dan

16 |Bandwidth manajemen Nomor 11 Tahun 2008 Pasal| kapasitas bandwidth di luar menggunaan bandwidth lemba.ga Pemerintah secara
tertulis
30 ketentuan
Dapat menimbulkan erintah Pengadilan dan
Kode akses (passsword UU Nomor 11 Tahun 2008 tindakan kriminal, mengamankan data, P gac
17 . . . . o lembaga Pemerintah secara
aplikasi E Governmen) Pasal 25 perusakan dan pencurian informasi dan aplikasi tertulis
data
Dapat menimbulkan . . . .
Topologi jaringan komputer UU Nomor 14 Tahun 2008, tindakan kriminal, melindungi dan perintah Pengaqllan dan
18 . mengamankan perangkat [lembaga Pemerintah secara
(LAN, WAN) Pasal 17 huruf (c) perusakan dan pencurian .
data dan data tertulis
Lapaoran Hasil Audit UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengganggu proses melindungi dan perintah Penga(.illan dan
19 . . . mengamankan perangkat |lembaga Pemerintah secara
Persandian Pasal 17 huruf (j) pengambilan keputusan .
dan data tertulis
. UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengganggu proses melindungi dan perintah Pengac.hlan dan
20 |Laporan Hasil IT Asessment . . mengamankan perangkat |lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf (j) pengambilan keputusan .
dan data tertulis
. . UU Nomor 14 Tahun 2008, | Dapat mengganggu proses melindungi dan perintah Pengaffhlan dan
21 |Laporan Hasil Hardening . . mengamankan perangkat |lembaga Pemerintah secara
Pasal 17 huruf (j) pengambilan keputusan .
dan data tertulis
Informasi yang belum Dapat menimbulkan menghindari
22 |dikuasai atau UU Nomor 11 Tahun 2008 pendistribusian data dan | penyalahgunaan, kekeliruan tidak terbatas

didokumentasikan

Pasal 6

informasi yang tidak valid
atau tidak tepat

dan ketidakakuratan data
dan informasi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TTD

Drs. Imran, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670723 199603 1 001




